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PUTUSAN
Nomor 820/Pdt.G/2023/PA.Ppg

~ o~

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PASIR PENGARAIAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah
menjatuhkan putusan secara elektronik dalam perkara Cerai Gugat antara:
Penggugat, NIK 1406064105910003, tempat dan tanggal lahir xxxx
xxxxx 01-05-1991, agama Islam, pekerjaan Mengurus
Rumah Tangga Pendidikan SLTP, bertempat tinggal di
XXXX  XxxxX, RT 002, RW 003, Desa XXXX XXXXX,
Kecamatan Kunto Darussalam, Kabupaten Rokan Hulu;
No hp/wa: 0823-1554-3743 email: xxxx;
Penggugat
Lawan
Tergugat, NIK 1406060312850004, tempat dan tanggal lahir XXxx XxXxxx
03-12-1985, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan
SD, bertempat tinggal di XXXXXX, XXXX = XXXXXXXXXX,
Kecamatan Rambah, Kabupaten Rokan Hulu;
Tergugat;
Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;
DUDUK PERKARA
Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 22 November 2023
yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pasir Pengaraian Nomor
820/Pdt.G/2023/PA.Ppg tanggal 29 November 2023 dengan dalil-dalil pada
pokoknya sebagai berikut:
1. Bahwa pada tanggal 23 Agustus 2008 telah berlangsung
pernikahan antara Penggugat dan Tergugat, yang dikeluarkan oleh KUA

Kecamatan Kunto Darussalam, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi xxxx
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dengan Nomor Akta Nikah 378/09/1X/2008 yang dikeluarkan pada tanggal
10-09-2008;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana
layaknya suami istri dengan baik, dan bertempat tinggal terakhir bersama
di xxxx xxxxx, RT. 002 RW. 003, Desa xxxx xxxxx, Kecamatan Kunto
Darussalam, Kabupaten Rokan Hulu;
3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dan Tergugat hidup
rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah
dikarunia 2 orang anak sebagaimana berikut:

3.1. ANAK [, tanggal lahir 28-12-2008;

3.2. ANAK I, tanggal lahir 04-06-2011;
Anak anak Penggugat dengan Tergugat berada dalam asuhan Penggugat;
4, Bahwa sebelumnya Tergugat pernah masuk penjara karena
menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan | berdasarkan
putusan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Nomor
214/Pid.Sus/2017/PN.Prp yang telah dijatuhi hukuman penjara selama 7
tahun dan telah selesai menjalani hukumannya;
5. Bahwa Tergugat saat ini berada dalam penjara Karena memiliki
narkotika golongan | berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Pasir
Pengaraian Nomor 405/Pid.Sus/2022/PN.Prp yang telah dijatuhi hukuman
penjara selama 4 tahun dan telah berkekuatan hukum yang tetap;
6. Bahwa dengan demikian gugatan Penggugat telah sesuai
ketentuan Pasal Pasal 19 huruf a PP No.9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf
a dan 19 huruf (c) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal
116 huruf (a) dan huruf (¢) INPRES Nomor 1 Tahun 1990 dan (Kompilasi
Hukum Islam);
7. Bahwa berdasarkan hal-hal di atas, Penggugat merasa rumah
tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi, dan
berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;
8. Bahwa, terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar
dibebankan menurut peraturan perundang-undangan;
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Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada
Ketua Pengadilan Agama Pasir Pengaraian/Majelis Hakim yang memeriksa
perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2, Menjatuhkan talak satu satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat)

terhadap Penggugat (Penggugat)

3. Menetapkan Biaya Perkara ini sesuai dengan peraturan

perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang
menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di
persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai
wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas)
Nomor 820/Pdt.G/2023/PA.Ppg Tanggal 29 November 2023 yang dibacakan di
persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak
ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu
alasan yang sabh;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar berfikir untuk tidak
bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya
untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah
datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,
selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan
Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan
bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 378/09/1X/2008, tanggal 10

September 2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama

Kecamatan Kunto Darussalam, XXXXXXXXX XXXXX XXXX Provinsi xxxx. bukti

tersebut telah diberi meterai secukupnya dan telah di-nazageling, dan

setelah diteliti serta disesuaikan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan
aslinya kemudian ditandatangani oleh Ketua Majelis, serta diberi tanda

P.1.
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2. Salinan Putusan Nomor perkara 214/Pid.Sus/2017/PN.Prp bukti

surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos lalu oleh Hakim

Ketua diberi tanda P.2;

3. Salinan Putusan Nomor perkara 405/Pid.Sus/2022/PN.Prp bukti

surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos lalu oleh Hakim

Ketua diberi tanda P.3;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya
sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat
dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari

putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di
persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai
wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas)
Nomor 820/Pdt.G/2023/PA.Ppg Tanggal 29 November 2023 yang dibacakan di
persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak
ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu
alasan yang sabh;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut
akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan
gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek sebagaimana
ketentuan pada Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, sedianya akan diupayakan mediasi untuk mendamaikan
antara Penggugat dengan Tergugat sesuai dengan ketentuan Peraturan
Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, akan tetapi
mediasi tersebut tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir
di persidangan;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan

Penggugat adalah Penggugat ingin bercerai dari Tergugat dengan alasan
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Tergugat mendapat hukuman berdasarkan putusan pengadilan yang
berkekuatan hukum tetap selama 7 (tujuh) tahun dan 4 (empat) tahun;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-
tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak
pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian,
maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan
perceraiannya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1865
KUHPerdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-daliinya telah
mengajukan bukti surat P.1, P.2, dan P.3;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan Penggugat telah
dibubuhi meterai secukupnya, sehingga formal telah lunas bea meterai
sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 13
Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun
2000 jo. Pasal 3 ayat (1) huruf (b) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10
Tahun 2020 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas
Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, sehingga alat bukti
tersebut dapat diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa bukti P.1 Telah memenuhi syarat formil dan materiil
sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang
sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870
KUHPerdata, membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan
suami istri dan Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 Telah memenuhi syarat formil dan materiil
sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang
sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870
KUHPerdata, membuktikan bahwa Tergugat telah mendapatkan hukuman
berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap selama 7
tahun;

Menimbang, bahwa bukti P.3 Telah memenuhi syarat formil dan materiil
sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang
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sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870
KUHPerdata, membuktikan bahwa Tergugat telah mendapatkan hukuman
berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap selama 4
tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan
fakta hukum sebagai berikut:

1. Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, yang menikah pada

tanggal 23 Agustus 2008;

2. Tergugat telah mendapatkan hukuman penjara selama 8

(delapan) tahun dan 4 (empat) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Majelis
Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan
Pasal 39 ayat (2) UndangPeraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal
116 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di
atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk dalam bidang
perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun
1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang
Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum
syar’i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut

untuk menghadap sidang, tidak hadir;

2, Mengabulkan Gugatan Penggugat secara verstek;

3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (Tergugat)

terhadap Penggugat (Penggugat);

4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara

sejumlah Rp164.000,00 (seratus enam puluh empat ribu rupiah);
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Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada
hari Selasa tanggal 19 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 6
Jumadil Akhir 1445 Hijriyyah oleh Surya Darma Panjaitan, S.H.l., M.H. sebagai
Ketua Majelis, Gustomo Try Budiharjo, S.H.l., M.H., dan Rizkia Fina Mirzana,
S.H.l.,, sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk
umum pada hari itu juga secara elektronik oleh Ketua Majelis dengan dihadiri
para Hakim Anggota tersebut dan Syofyan, A.Md., sebagai Panitera Pengganti,
serta dihadiri oleh Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Surya Darma Panjaitan, S.H.l., M.H.
Hakim Anggota Hakim Anggota

Gustomo Try Budiharjo, S.H.l., M.H. Rizkia Fina Mirzana, S.H.I.
Panitera Pengganti

Syofyan, A.Md.
Perincian Biaya Perkara :

1 Pendaftaran : Rp30.000,00
2 Proses : Rp60.000,00
3 Biaya Panggilan Rp34.000,00
4 PNBP Panggilan Rp20.000,00
5 Redaksi : Rp10.000,00
6 Meterai : Rp10.000,00

Jumlah : Rp164.000,00

(seratus enam puluh empat ribu rupiah)
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